
BUPATI LAMPUNG TENGAH 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH 
NOMOR 39 TAHUN 2018 

TENTANG 

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI 

PEMERlNTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan 

Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 

2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014, perlu 

menetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi 

Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Lampung Tengah tentang Rencana Aksi Program 

Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4150); 



4 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4250) sebagairnana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4280); 

6 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyaraka.t dan Pemberian 

Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3995); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 

Nomor 73, Tambahan .· Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 

2012-2014; 

Strategi 
Jangka 
Tahun 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6). 



Menetapkan 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 

2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah Nomor 19) 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM 

PEMBERANTASAN KORUPSI TERlNTEGRASI PEMERlNTAH 

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah 

4 . Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara 

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

5. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang tindak pidana 

korupsi. 

6. Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah 

Kabupaten Lampung Tengah adalah rencana program atau kegiatan yang 

dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. 

7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga 

Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen 

dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada 

Pejabat/ Pegawai dalam upaya mencegah terjadinya korupsi di lingkungan 

Pemerintah Daerah dan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan 

korupsi secara terkoordinasi dan berkesinambungan. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, 

dan bebas dari korupsi yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, 

akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan pelayanan prima demi 

tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. 



BAB III 

PELAKSANAAN 

Pasal 3 

Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah kan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 meliputi kegiatan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pencegahan serta pemberantasan korupsi. 

Pasal 5 

Untuk pelaksanaan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Program 

Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 6 

(1) Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi 

Terintegrasi disampaikan oleh Satuan Tugas Rencana Aksi kepada Bupati. 

(2) Hasil laporan sebagaimana pada ayat (1) menjadi laporan Bupati untuk 

disampaikan kepada KPK. 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 7 

(1) Bupati berhak melakukan pembinaan dan pengawasan atas seluruh kegiatan 

pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa upaya pencegahan 

terjadinya korupsi yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi 

pemberantasan tindak pidana korupsi; 

b. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; 

c. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan 

tindak pidana korupsi. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di 

pemerintahen; 

b. Melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, s is tem 

pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korup; 

c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Peiwakilan Rakyat 

Indonesia, dan Sadan Pemeriksa Keuangan jika saran KPK mengenai usulan 

perubahan tersebut tidak diindahkan. 



BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 

Diundangkan di Gunung Sugih 

pada tanggal OJ 0~ 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, 
~ 

,(I~-:::::::::---
/ 

1 ADI ERLANSYAH 
I 

Ditetapkan di Gunung Sugih 

pada tanggal 0.1 Okto\:>er 2018 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO 

BE~ DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 

I 



PERMASALAHAN REKOMENDASI 

1 2 
I. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH 

1. Proses perencanaan kegiatan 1. Melakukan pembenahan 1. 

daerah belum terintegrasi dan proses perencanaan 

terinterkoneksi dengan sistem kegialan secara 

penganggaran. transparan, akuntabel, dan 
Dalam praktiknya, masih ada terintegrasi melalul 

upaya intervensi dari pihak implementasi aplikasi 

lain, baik internal maupun perencanaan kegiatan 

ekstemal pemerintahan berbasis elektronik (e-

daerah, dalam proses planning). 
perencanaan kegiatan dan 
penganggaran daerah, seperti 
upaya untuk memasukan 
pokok-pokok pikiran/aspirasi 
hasil reses oleh pihak legislalif 
setelah proses KUA PPAS 
selesai, usulan kegiatan yang 2. 
tidak sesual kewenangan, 
deal/ kesepakatan tertentu 
antara oknum legislalif dengan 
oknum eksekutif alas usulan 
kegiatan. 

2 . Melakukan pembenahan 1. 
pengelolaan APBD secara 
transparan, akuntabel, dan 
terintegrasi sejak 
perencanaan. 
penganggaran, 
penatausahaan, 
pengadaan barang dan 
jasa, pengawasan, sampai 
dengan pertanggung 
jawaban, dan pelaporan. 

Lamplran : Peraturan Bupati Lampung Tengah 
Nomor :34 Tahun 2018 

Tanggal :0,2 Ok.\ol:et 2018 

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINS! LAMPUNG 

TAHUN 2018 DAN 2019 

RENCANA AKSI 
OPD/INSTANSI UKURAN KEBERHASILAN TARGET CAPAIAN 2018 TARGET CAPAIAN 2019 

PENANGGUNG JAWAB 

3 4 5 6 l 7 

Mengimplemenlasikan Bappeda (LO), BPKAD, T erimplementasikannya sistem 1) BOS: Terbitnya Peraturan Bupati 1) B03 : Pengembangan sistem 

aplikasl perencanaan Dinas Kominfo, lnspektorat aplikasi perencanaan kegiatan (e- tentang e-planning aplikasi e-planning 

kegia.lan berbasls elektronik dan Bagian Organisasi planning) yang transparan dan 

f~nlRnn;nn\ :,kunt,,h<,I 
2) B09 : Uji coba implementasi 2) 806 : Pengembangan sistem 

sistem e-plannlng aplikasi e-planning 

3) B07 : Tersusunnya/reviu Manual 3) B09 : Pengembangan sistem 

dan SOP apllkasi e-planning aplikasi e-planning 

4) B12 : Evaluasi akhir lahun alas 4) B12 : Evaluasi akhir lahun 

implementasi sistem e-planning alas pengembangan sistem 
aplikasi e-planning 

Mengintegrasikan sistem e- Terimplementasikannya sislem 1) B12 : Uji coba integrasi antara 1) B01 : Terintegrasinya sistem 

planning dengan sistem e- aplikasi perencanaan kegiatan (e- sistem e-planning dengan e- e-plannfng dengan sistem e-

budgeting . planning) yang transparan, akunlabel, budgeting budgeting 

dan terintegrasi serta terinterkoneksi 
dGngan sistem aplikasi 

"°"","·""'"~~" 2) B03 : Pengembangan 
integrasi sistem e-planning ,. _____ .; .. __ 

3) B06 : Pengembangan 
integrasi smem e-planning ,. _____ .; ... __ 

4) B09 : Pengembangan 
integrasi sistem e-planning 
.rl.ftnrl"::lln ,c,iriAn, 

5) B12 : Evaluasi akhir ta.hun 
atas pengembangan integrasl 
sistem e-planning dengan 
,;_, __ 

Melakukan pembenahan BPKAD (LO), Bappeda, Terimplementasikannya sistem 1) BOS : Pengembangan sistem e- 1) B03 : Pengembangan sistem 

sistem perencanaan Dinas Kominfo, lnspektorat aplikasi penganggaran (e-budgeting) budgeting aplikasi e-budgeting 

anggaran keuangan melalui dan Bagian Organisasi yang transparan, akuntabel, dan 

implementasi aplikasi terintegrasi serta terinterkoneksi 

penganggaran keuangan dengan sistem aplikasi perencanaan 2) B08 : Tersusunnya/reviu Manual 2) 806 : Pengembangan sistem 

berbasis elektronik (e- kegiatan dan sistem lainnya. dan SOP apllkasi e-budgeting aplikasi e-budgeting 

budgeting) yang terintegrasi 
denAan sistem perencanaan 

3) 812 : Evaluasi a!..hir tahun atas 3) 809 : Pengembangan sistem 

iplementasi sistem e-budgeting aplikasi e-budgeting 

KETERANGAN 
IJenis/Ookumen Tindak 

8 

Pert>Up 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 



PERM.ASALAHAN REKOMENDASI RENCANA AKSI 
OPDIINSTANSI 

UKURAN KEBERHASILAN TARGET CAPAIAN 2018 TARGET CAPAIAN 2019 
KETERANGAN 

PENANGGUNG JAWAB 
IJenis/Ookumen Tindak 

4) B12 : Evaluasi akhir tahun laporan 

atas pengembangan sIstem 

aplikasi &-budgeting 

2. Melakukan pengembangan BPKAD (LO). Bappeda, Terimplementasikannya sistem 1) 806 Terbentuknya Tim 1) B02 : Terbentuknya Tim SK Tim 

aplikasl penganggaran Dlnas Kominfo, lnspektorat aplikasi penganggaran (e-budgeling) Penyusunan Standar Satuan Penyusunan Standar Saluan 

berbasls elektronik (e- dan Bagian Organlsasl yang transparan. akuntabel, dan Harga (SSH) dan Analisa Harga (SSH) dan Analisa 

budgeling)dengan terintegrasi serta terinterkoneksi Standar Biaya (ASS) Standar Siaya (ASB) 

penambahan fitur Standar dengan sistem aplikasl perencanaan 

Satuan Harga (SSH) dan kegiatan dan sistem lamnya. 2) 809 : Penetapan SSH Tahun 2) 806 : Penetapan SSH Tahun SK SSH 

Analisa Standar Blaya 
2019 2020 

(ASS). 

3) 809 : Penetapan ASS 3) B09 : Pengembangan ASB SK ASS 

4) S12 : lntegrasi SSH dan ASB ke 4) 812 . lntegrasi SSH dan ASS Laporan 

dalam aplikasi e-budgeting ke dalam aplikasi e-budgebng 

II. PENGADAAN BARANG DAN JASA 

1. Masih terjodi intervens1 dari 1. Mendorong kemandirian 1. Membentuk ULP yang BKPSOM, lnspektorat, Terwujudnya ULP yang mandiri dan 1) B01 : SK Bupati tentang 1) B02 : SK Bupati tentang SK Bupati 

pihak-pihak lain balk Internal dan l ndependensl Unit mandiri dan lndependen, Oinas Komlnfo,Bagian independen, terlepas dari intervensi Penempatan Pegawai sebagal Penempatan Pegawai sebagai 

maupun eksternal Layanan Pengadaan (ULP) ter1epas dari intervensl pihak Administrasi pihak lain serta didukung oleh SOM ASN PokJa ULP ASN Pokja ULP 

pemermtahan daerah dalam yang tertepas dari tam. Pembangunan, Bagian yang kompeten dan 1nfrastruktur yang 

kegiatan pengadaan barang intervensi pihak lain dan LPBJ {LO)dan Bagian memadai 

dan jasa yang dilakukan oleh didukung oleh SOM yang Hukum 2) 804 : Adanya SOP/revisl SOP 2) 806 : Laporan hasll SOP dan Laporan Hasll PBJ 

Pokja ULP (legislatif. swasta). kompeten dan infrastruktur 
tentang pelaksanaan PSJ pelaksanaan PBJ dan 

yang memada.l. 
pengembangan sistem 
--ra .... ; DD 

3) 809 Laporan hasll pelaksanaan 3) 809 Laporan hasil Laporan Hasll PBJ 

PBJ dan pengembangan sistem pelaksanaan PBJ dan 

aplikasl PBJ pengembangan slstem 
__ ,a,_.; OD I 

4) S12 : Laporan hasil pelaksanaan 4) B12 : Laporan hasil Laporan Hasil P8J 

PBJ dan pengembangan sistem pelaksanaan PBJ dan 

aplikasi PBJ pengembangan sistem 
-A"~-.; OD I 

2. Melaksanakan Pendidlkan, Tertaksananya Pendidikan, Pelallhan 1) B07 : Pengiriman peserta OIklat 1) B07 : Tertaksananya Oiklat Laporan Hasil Mengikull Dilda! 

Pelatihan dan U11an dan ujian Sertffikasi Pengadaan dan ujian sertilikasi Pengadaan dan ujian sertffikasi 

sertffikasi Pengadaan Barang dan Jasa Barang dan Jasa. Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan 

Barang dan Jasa 

3 Menyusun Kode Et1k Tersedianya Kode Ehk Pegawa1 PokJa 1) B 12 : Adanya Perbup tentang Perlcada Kode Etik 

Pegawai PokJa ULP dalam ULP Kode Etik Pegawai PokJa ULP 

...,_fth I~ DAM~ ,....,r, Duft~.: 

2. Belum ophmalnya kualitas 1 Meningkatnya kuahtas 1. Mentngkatnya level maturitas Bagian Administrasi Diperolehnya Summary Repon S1stem 1) Sl0 : Pemenuhan level matuntas 1) 806 · Pemenuhan level Laporan level matuntas 

pengetolaan adm1nistrasi pengelolaan administras, ULP (Level 5 tertinggi) Pembangunan. PBJ Set lnformasi ULP dan LKPP ULP Level ..... maturitas ULP Level .... 

pengadaan barang dan 1asa, pengadaan barang dan (LO) 

karena rtu perlu menlngkalkan jasa 

maturitas organisas1 pemilihan 

penyed,a barang dan Jasa dan 

stal"dar pelayanan LPSE 



PERMASALAHAN REKOMENOASI RE NC ANA AKSI 
OPO/INSTANSI 

UKURAN KE8ERHASILAN TARGET CAPAIAN 2018 TARGET CAPAIAN 2019 
KETERANGAN 

PENANGGUNG JAWA8 
(Jenis/Ookumen Tindak 

2 Meningkatkan capaian atas 1. Bertambahnya sertffikasi Bagian Administrasi Terwujudnya pelayanan LPSE sesuai 1) 807 : Pemenuhan Standar LPSE 1) 806 : Pemenuhan Standar Sertifikat stlndar 

sertifikasi peningkatan stlndar LPSE dari LKPP (17 Pembangunan, PBJ Set standar yang telah di1etapkan oleh sebanyak .... Standar LPSE sebanyak ..... Standar 

standa.risasl layanan standar sertifikasi tertinggi) (LO) LKPP 

pengadaan secara 

elektronik dari LKPP 

2) 812 : Pemenuhan Standar LPSE 2) 812 : Pemenuhan Standar Sertifikat stlndar 

sebanyak ..... Standar LPSE sebanyak ..... Standar 

(akumulasi .•..... standar (akumulasi ..... .. standar 

sertifikasi) sertifikasl) 

Ill. PELAYANAN TERPAOU SATU PINTU 

1. Belum adanya integrasi sistem 1. Pendelegasian seluruh 1. Penyusunan tim khusus Oinas PMPTSP (LO), Terbentuknya tim teknis yang terdiri 1) 806 : Terdapat sekretariat tim SK Tim 

data dengan instansi terkai1 pelayanan perizinan dan terkai1 kewenangan dan BPPRD, Dinas Oukcapil, dari unsur OPD tekn:s teknis perizlnan 

dalam rangka penerbitan non perizlnan dari OPD kedudukan Dinas Kominro. dan Bagian 

perizinan dan nonperizinan. teknls ka DPMPTSP dalam Hukum 

sistem PTSP 2. Pelimpahan se.luruh Pelayanan perizinan diselenggarakan 1) 809 : Pendataan seluruh Jen is Laporan hasil pendataan 

kewenangan secara total di Dinas PMPTSP pelayanan perizinan dan perizinan dan nonperizinan 

penyelanggaraan pelayanan nooperizinan yang ada di daerah 

perizinan dan nonperizinan dan menjadi kewenangan 

kepada DPMPTSP pemerintah daerah 

2) 812 : Seluruh jenis pelayanan Perbup pelimpahan 

perizinan dan nonperizinan yang 

didelegasikan talah 
dlselenggarakan di DPMPTSP 
(T erbitnya/ravlsi Perbup tentang 
pendelegaslan kewenangan 
perizinan dan nonperizinan) 

2 . Optimatisasi program 1. Melakukan kajian terhadap Dinas PMPTSP (LO) dan Terimplementasikannya sistam 1) 804 : Palaksanaan kajian Hasil kajian 

aplikasi sistem pelayanan fitur - fitur yang dibutuhkan o,nas KOMINFO pelayanan perizinan dan nonperizinan kebutuhan dan hasil kajian 

perizinan dan nonperizinan dalam program aplikasi berbasis teknologi informasi (e-PTSP) kebutuhan fllur program simpel 

(e-PTSP) pelayanan yang mendukung 
ketarbukaan informasi dan 
nrn«0-11: nori-,lr11~n A, " 

2) 804 : Hasil ujl coba fitur - fitur laporan 
oroaram ~~"~• • · 

1) 804 : Launching e-PTSP Laporan 

3 Pembentukan unit layanan 1. Pembentukan lim pelayanan Oinas PMPTSP (LO) Terbentuknya tim pelayanan 1) 804 : Pembentukan lim SK Tim 

pengaduan dan keluhan pengaduan dan keluhan pengaduan dan keluhan masyarakat pelayanan pengaduan dan 

masyarakat bidang Masyarakat terhadap melalul kaputusan kepala Dinas keluhan ma.syarakat yang 

pelayenan perizinan dan perizinan dan non perizinan PMPTSP memiliki SOP dan pembagian 

non perizlnan yang tugas yang jelas 

memiliki SOP dan SP yang 
2. Pembentukan ruang khusus Berfungsinya ruang pelayanan 1) 804 : Pembangunan ruang Laporan 

jelas 
pelayanan pengaduan dan pengaduan dan keluhan masyarakat pelayanan pengaduan dan 

keluhan masyarakat di .,~~ft ~aluh~n 

kantor DPMPTSP 2) 804 : Launching Pelayanan Laporan 

pengaduan dan keluhan 

ma.syarakat bidang perizinan 
dan non perizinan 
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4 Melakukan integrasi sistem 1. Melakukan integrasi sistem Dinas PMPTSP (LO), Terintegrasinya data wajib pajak, 1) 811 : MoUdenganOJP, 8PJS 1) 803 · Terbitnya Peraturan MoU dan Perbup 

data dengan mstansi terkart data dengan instansi terkait 8PPRD. Oinas Oukc:apil, peserta 8PJS, dan KTP dengan Naker, 8PJS Kesehatan, dan 8upati tentang Konfirmasi 

dalam rangka dalam rangka memudahkan Dinas Komlnfo, dan Baglan sistem perizinan pada Dinas PMPTSP Oukcapil Statvs Wajib Pajak (KSWP) 

memudahkan proses proses perilinan dan Hukum sehingga memudahkan dalam 

perizinan dan nonperillnan. melakukan pengecekan data dalam 

nonperizinan. rangka penerbitan perizinan dan .. 
IV. MANAJEMEN SUM8ER DAYA MANUSIA 

1. Belum dilakukan dan 1. Melakukan pembenahan 1. Melakukan perbaikan 8KPSOM (LO), lnspektorat, Terimplementasikannya Manajemen 1) 805 : Laporan hasil pemetaan Laporan 

dilmplementaslkannya Analisa dalam penerapan manajemen SOM melalul 8 aglan Hukum, Bagian SOM yang berlandaskan integritas. jabatan polaksana dan jabatan 

Jabatan dan Analisa Beban Manafemen SOM yang ponerapan hasil analisa Organisasi profesionalitas, akuntabilitas, non- fungsional tertentv 0umlah, 

Keqa (Anjab ABK) sebagai ber1andaskan integritas. jabatan dan analisa beban diskriminatif, bebas intervensi dari klasifikasi, sertifikasi, jenis SK 

dasar penempatan SOM ke profeslonalitas, kerja sebagai salah satu pihak lain, dan prinsip-prinslp lainnya jabatan, dll) 

dalam jabatan. akuntabilitas, non- dasar dalam rekrutmen, sebagaimana telah diatur da.lam W 

diskriminatif, bebas penempatan. mutasi, rotasi, ASN dan peraturan yang berlaku. 
2) 806 : Tindak lanjut hasll Laporan tindak lanjut 

intervensi dari pihak lain, dan promosi pegawai. 

dan prinsip-prinsip lainnya 
pemetaan jabatan (misal: usulan 

sebagaimana telah diatvr 
diklat/sertifikasi, pengangkatan 

dalam UU ASN dan 
dalam jabatan) 

peraturan yang bertaku. 
3) 809 : Penyusunan/revisl anallsa Dokumen revisi anjab dan 

jabatan dan analisa beban kerja ABK 

~--; 
4) 812 : Terbitnya Perbup tentang Perbup 

pedoman analisa jabatan dan 

analisa beban ke~a pegawai 

2. Penerapan Tunjangan 1 . Mela.kukan perbaikan 1) 810: Melaksanakan kegiatan Dokumen hasil evaluasi 

Perbaikan Penghasilan regulasl ponerapan evaluasi jabatan jabatan 

pegawai belum berdasarkan T unjangan Perbaikan 
Penghasllan pegawal 2) B11 : Perbup tentang pedoman Perbup 

berdasarkan parameter yang kriteria penllaian kinerja pogawai 

obyektif dan berbasis kinerja. 

3) 812 : Konsep perbaikan Dokumen konsep TPP 

penerapan TPP Pegawal 
berbasls slstem penilaian klnerja 

pegawai 

1) 801 : Pefbup tentang Perbup 

penerapan TPP Pegawai 

berbasis sistem penllaian 
... , ___ ,_ ----··-' 

4) 811 : Uji coba aplikasi &- Laporan hasil ujl coba 

Performance (SKP Online ) 

2. Menyusun Kode Etik dan 1) B09 : Perbup tentang Kode Ebk 1) 801 : SK 8upab tentang Kode Etik ASN dan SK Majel1s 

Perilaku ASN dan dan Perilaku ASN Pembentukan Majelis Etik Etik 

Pembentukan Majelis Etik 
Pegawai 

PPn~W'::\i 
2) 812 : Penyampaian has ii 2) 812 . Penyampaian hasil Laporan rekapitulasi data hasil 

pemantauan dan bndak lan1ut pemantauan dan bndak lanjut pemantauan dan tindak lanjut 

pelaksanaan Kode Etik ASN pelaksanaan Kode Etik ASN alas pelanggaran Kodet Etik 

ASN 
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3. Rendahnya tingkat kepatuhan 1. Meningkatkan kepatuhan 1. Penyusunan (revlsi) Perbup BKPSOM (LO), lnspektorat. 1. Tersedianya Perbup pelaporan 1) B08 : T erbltnya Revisi Perkada 1) B03 : Revisi Perbup tentang Revisi Perbup 

pelaporan LHKPN. pelaporan LHKPN dan tenting Pelaporan LHKPN, dan Bagian Hukum LHKPN yang mengatur kewajiban tentang Pelaporan LHKPN Pelaporan LHKPN 

penerapan sanksinya. wajib lapor LHKPN dan pengisian. jabatan yang wajib mengisi 

sanksidenganmengacu LHKPN, mekanlsme pelaporan. dan 

kopada peraturan yang pengaturan sanksl. 

2. Sosiatisasi/asistensi 
2 Peningkatan kepatuhan pelaporan 

1) 810: Laporan ha.sil pelaksanaan 1) 805 : Laporan hasil Laporan 
LHKPN 100%. 

penglsian dan pelaporan e- sosialisas1 dan asistensi/b1mtek pelaksanaan sosialisasi dan 

LHKPN. tata cara pengisian LHKPN asistonsi/bimtek tata cara . . I uvo•1 

2) 812 : 100% kepatuhan 2) 812 : 100% kepatuhan Laporan 

pelaporan dan/atau penerapan pelaporan dan/atau penerapan 

sanksi sanksi 

4. Belum optimalnya penerapan 1 Mengimplementasikan 1 Sosialisasi Gratifikasi pada 8KPSOM (LO), lnspektorat, Terbangun dan berfungsinya Sistem 1) 806 : Workshop penyusunan Perbup tentang Sistem 

Sistem Pengendafian slstem pengendaijan seluruh pegawai dan para dan Bagian Hukum Pengendahan Gratifikasi (SPG) dan aturan pengendalian Gratifikasi Pengendalian Gratifikasi 

Gratifikasi sebagai upaya gratifikasi. stakeholder Pemda Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di 

pencegahan tindak pidana lingkungan Pemda 

korupsi 
2) 806 : Workshop tata kelola Unrt SK Bupati tentang Unit 

Pengendahan Gratifikasi (UPG) Pengendalian Gralifikasi 

3) 809 : Pelaksanaan sosialisasl 1) 809 : Pelaksanaan sosialisasi Laporan 

ketentuan tentang Grabfika.si ketentuan tentang Gralifikasi 

pada seluruh pegawai dan para pada seluruh pegawai dan 

stakeholder Pemda para stakeholder Pemda 

4) 812 . Monitoring dan evaluasi 2) 812 Monitoring dan evaluasi Laporan 

implementas, sIstem implementas1 sistem 

pengendalian gratifikasi pengendalian gratif1kasi 

V. PENOUATAN PERAN APIP 

1. Belum efektlf dan optimalnya 1 Melakukan penguatan 1 Penguatan peran, lnspektorat (LO) dan Meningkatnya kapabllitas 1) B08 : Penyediaan 100% 1) 812 : Penyed1aan 100% Dokumen penyodiaan 

peran lnspektorat dalam kelembagaan lnspe~1orat kodudukan dan mindset 8KPSDM pengawasan internal yang dilakukan lnfrastruktur Menuju APIP Level lnfrastruktur Menuju APIP infrastruktur 

menjalankan fungsi (1) yang independen dan lnspektorat terhadap OPD. oleh lnspektorat yang ditunjukkan II Level Ill 

memberikan keyakinan yang berperan aktif dalam dengan meningkatnya level 

memadai alas ketaatan, pengawalan dan kapabilrtas dari level yang ada saat ini. 
2) 806 : Evaluasi (Self Assesment) 2) 806 : Evaluasl (Self Laporan hasil self-

kehematan. efislensi. dan pengawasan pengelolaan 

efcktivitas pencapaian tujuan keuangan daerah secara 
APIP bertevel ti dan perbaikkan A.ssesment) APIP bertevel Ill assessment 

penyetenggaraan tugas dan periodik baik dalam tahap 
infrastruktur yang diper1ukan dan perbaikkan infrastruktur 

fungsi Pemerintah Daerah perencanaan (pre), 

yang diperlukan 

(as.surance activities). (2) penganggaran, 

memberikan penngatan dini pelaksanaan dan 
3) B08 : Evaluasi oleh Pembina 3) 808 : Evaluasi oleh Pembina Laporan hasil evaluasi 

dan meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan 
APIP (8PKP) untuk APIP (BPKP) untuk 

mana/9men risiko dalam (current ), maupun 
mendapatkan APIP ber1evel II mendapatkan APIP berlevel Ill 

penyelenggaraan tugas dan pelaporan paska kegiatan 

fungsi Pemerintah Daerah selcsai (post ) 

(anti corrupbon &etivibes ). dan 

(3) meningkatkan kualitas tata 

kelola penyelenggaraan tugas 2 Meningkatkan kapasitas , Mengikutsertakan SOM I ) B12 Mcningkatnya Jumlah 1) B12 : Meningkatnya Jumlah Data jumlah APIP 

dan tungs1 Pemenntah Daerah lnspektorat ba1k dari segl lnspektorat untuk Diklat Auditor dan P2UPD yang telah Auditor dan P2UPD yang telah 

(consuftjng ac,bvrties ) kompetensI maupun SOM Teknis Substantif, ,nhouse mengikutl D1klat, IHT. sertifikasl meng1kuti D11dat, IHT. 

training (IHT), dan pembentukan dan penjenjangan sertifikasi pembentukan dan 

penjenjangan jabatan secara jabatin penjenjangan jabatan 

~ 

2. MenindaklanjutJ pengaduan 1) 806 : Laporan rckap1tulasi hasil 1) 806 Laporan rekapitulasi Laporan 

masyarakat sesuai dengan pemenksaan tindak lanjut alas hasil pemenksaan tindak 

knteria pengaduan yang pengaduan masyarakat laniut at:as pengaduan 

--
harus segera ditindaldanjuti 

masyarakat 
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(sekala prioritas), antara lain 2) B12 : Laporan rekapitulasi has,I 2) B 12 : Laporan rekaprtulasi Laporan 

terkalt petayanan publik, isu pemeriksaan tindak lanjut alas hasil pemeriksaan tindak 

strategls dan potitls, serta pengaduan masyarakat lanjut atas pengaduan 

KKN. 
3. Melakukan Probity Audit 1) B09 Laporan Has1I Probity 1) 809 : Laporan Has1I Probity Laporan 

Audit Audit 

4. Melakukan audit tematik 1) 812 Laporan Hasil Audit 1) Bl 2 : Laporan Hasil Audit Laporan 

dana pendidikan (BOS. T emabk dana pendidikan Tematik dana pendldikan 

naW' l>rlD "'" 

5. Melakukan Reviu dan Monev 1) 807 . Laporan Hasil Reviu dan 1) B01 : Laporan Hasil Reviu dan Laporan 

Pelaksanaan PBJ secara Monev Pelaksanaan P8J Monev Pelaksanaan P8J 

berkala. T riwulan I dan II T riwulan IV tahun sebelumnya 

2) 8 t O : Laporan Hasil Reviu dan 2) B04 : Laporan Hasil Reviu dan Laporan 

Monev Pelaksanaan P8J Monev Pelaksanaan PBJ 

T,ou.,bnltl Triwl'l~n I 

3) B07 : Laporan Hasil Reviu dan Laporan 

Monev Pelaksanaan PBJ 
Triw,,l~n II 

4) B10 : Laporan Hasil Reviu dan Laporan 

Monev Pelaksanaan P8J 
Triwulan Ill 

VI. KEMATANGAN SPIP 

1 Masih rendahnya tingkat 1 Meningkalkan kematangan t. Melakukan upaya-upaya lnspektorat (LO), da.n Dinas Meningkatnya level kematangan SPIP 1) BOS· Pelaksanaon 8 imtek/ 1) BOS: Pelaksanaan 8imtek/ Laporan pelaksanaan 

kematangan SPIP dim SPIP pada Pemerintah dalam rangka pomcnuhan Tcknls Tcrkait dari levol yang ada saat ini Workshop SPIP Workshop SPIP 

mencapai tujuan Pemermtah Daerah sub-sub unsur kematangan 

Daerah SPIPIAVPI 
2) 806: Pemenuhan 100% Sub 2) 806. Pemenuhan 100% Sub Dokumen pomenuhan unsur 

Unsur SPIP Level ..... Unsur SPIP Level ..... 

3) 807 Self Assesment 3) 807: Self As.sesment Laporan 

pemenuhan kematangan SPIP pemenuhan kematangan SPIP 

berlevel ..... dan perbaikkan berlevel ..... dan perbaikkan 

infrastruktur yang diperlukan inlrastruktur yang diperlukan 

4) 808 Reviu hasil Self 4) 808: Reviu h.-sd Self L.-poran 

As.sesment oleh Pembina SPIP Assesment oleh Pembina 

(BPKP) untuk mendapalkan SPIP (8PKP) untuk 

kematangan SPIP level .... mendapatl<.an kematangan 
~N~ 

5) 810. Quality assu,ance atas 5) 810. Quality assurance alas Laporan 

hasil reviu kematangan SPIP hasll reviu kematangan SPIP 

lt>VAI l6vol 

Vll. PEMBENAHAN ASET DAERAH 

1 Database danlatau inlormasi 1 Melakukan pembenahan 1 Melakukan inventansas, dan 8PKAD (LO), Oinas Tersed1anya data dan tnformasi aset 1) 805 Pembentukan Tim SK Tim 

aset daerah belum vahd dan manaIcmen aset daerah updating data aset daerah Kominfo, lnspektoral, dan daerah yang valid dan dapat Penertiban dan Pemanfaatan 

dapat dipertanggungjawabkan Baoian Hukum dipertanggungjawabkan. •··• n~-·-'-

serta belum terintegrasinya 
2) B09 : Laporan data dan Laporan 

sistem manajemen aset 
informasi aset daerah hasil 

daerah dengan sistem 
t ... u,i,IP'\ ..... n~~~i 

penatausahaan keuangan. 2. Melaksanakan penyeles.-lan 1) 8 t 2 25% aset daerah yang 1) 803 : 50% aset daerah yang Laporan 

aset • aset yang masih bermasalah tcrselesaikan bermasalah terselesaikan 

bermasalah hasil 
invt'nt~r~~i 2) 806 . 75% aset daerah yang Laporan 

bermasalah terselesaikan 

- -
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3) 812 : 100% a.set daerah yang Laporan 

bermasalah terselesalkan 

2. Melakukan integrasi sistem 1. lntegrasi sistem manajemen Terintegrasinya sistem aplikasi 1) 809 : lmplementasi integrasi 1) 806 : Pengembangan La.poran 

manajemen aset daerah aset daerah dengan sistem manajemen a.set daerah dengan sistem aplikasi manajemen aset implementasi integrasi sistem 

dengan sistem aplikasi aplikasi penatausahaan sistem aplikasi penatausahaan daerah dengan sistem aphkasi aplikasi manajemen aset 

penatausahaan keuangan keuangan daerah, keuangan daerah. penatausahaan keuangan daerah dengan sistem aplikasi 

daerah. 
daerah penatausahaan keuangan 

2) 812 . Pengembangan 2) 812 : Pengembangan La.poran 

implementasi lntegrasi sistem implementasi integrasi sistem 

aplikasi manajemon aset daerah aplikasi manajemen aset 

dengan sistem aplikasi daerah dengan sistem aplikasi 

penatausahaan keuangan penatausahaan keuangan 
j j --~ 

VIII. PENDIOIKAN 

1. Pengelolaan dana pendidikan 1. Melakukan pembenahan 1. Meningkalkan akuntabilitas Dinas Pendidikan dan Terpublikasikannya informasi secara 1) 806: Tersedianya dan 1) 803: Tersedianya dan Link/media pelaporan ke 

di seko:ah belum dilakukan manajemen pengelolaan dan transparansi Kebudayaan (LO), UPTD berkala tentang anggaran dan terpublikasikannya laporan terpublikasikannya laporan publik (bukti penyampaian ke 

seaira transparan dan dana pendld,kan di pengelolaan keuangan Pendid ikan dan kegiatan sektor pendidikan berkala secara onfine dan atau berkala secara onHne dan publik) 

akuntabel. serta belum sekolah, yang dilakukan sekolah Kebudayaan o"1ine: atau offline: 

melibatkan partisipasi wali secara transparan a. La.poran RKAS dan a. Laporan RKAS dan 

muri<I dan stakeholder lainnya partisipastif dan a.kuntabel penggunaannya penggunaannya 

dalam perencanaan melalui penerbitan regulasi 
b. La.poran pertanggung jawaban b. Laporan pertanggung 

penggunaannya daerah, penyiapan sistem 
penggunaan Dana BOS, BOP, jawaban penggunaan Dana 

informasi, pembinaan 
dan KIP BOS, BOP, dan KIP 

manajemen sekolah dan 
c. Laporan pertanggung jawaban c. Laporan pertanggung 

pemberlakukan sanksi 
penggunaan Dana TPG jawaban penggunaan Dana 

kepada sekolah 
d . La.poran aset sekolah TPG 

d. Laporan aset sekolah 

2) B06: Terbilnya SK personal yang 2) 803: Terbitnya SK personel SK personal yang menangani 

' 
. menangani pengelolaan yang menangani pengelolaan pengeiolaan keuangan 

keuangan sekolah keuangan sekolah sekolah 

3) 807: Terselenggaranya 3) 806: Tersedianya dan Laporan hasil pelatihan 

pelatihan manajemen tata keiola terpublikasikannya laporan manajemen tata kelola sekolah 

sekolah untuk kepala sekolah, berl(ala secara online dan 

bendahara, komite sekolah, dan atau offline: Link/media pelaporan ke 

pengawas sekolah a. Laporan RKAS dan pubfik (buk1i penyampalan ke 

penggunaannya publik) 

b. Laporan pertanggung 

jawaban penggunaan Dana 

BOS, BOP, dan KIP 
c . Laporan pertanggung 

jawaban penggunaan Dana 

TPG 
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4) 809: Tersedianya dan 4) 809: Tersedianya dan Link/media pelaporan ke 

terpublikasikannya laporan terpublikasikannya laporan publik (bukti penyampaian ke 

berbla secara onllna dan atau berkala secara onlina dan atau publik) 

offline: offline: 
a. laporan RKAS dan a. laporan RKAS dan 

penggunaannya penggunaannya 

b. laporan pertanggung jawaban b. Laporan pertanggung 

penggunaan Dana BOS, BOP, jawaban panggunaan Dana 

dan KJP BOS, BOP, dan KIP 

c. laporan pertanggung jawabzn c. laporan pertanggung 

panggunaan Dana TPG jawaban penggunaan Dana 

d. laporan aset sekolah TPG 

5) B12: Tersedianya .. an 5) B12: Tersedianya dan link/media pelaporan ke 

terpublikasikannya laporan terpublikasikannya laporan publik (bukti penyampalan ke 

berkala secara online dan atau berkata secara online dan atau pub!ik) 

omine: offline: 

a, laporan RKAS dan a. laporan RKAS dan 

panggunaannya penggunaannya 

b. Laporan pertanggung jawaban b. laporan pertanggung 

penggunaan Dana BOS, BOP, jawaban penggunaan Dana 

dan KIP BOS, BOP, dan KIP 

c. laporan pertanggung jawaban c . laporan pertanggung 

penggunaan Dana TPG jawaban penggunaan Dana 

d . Laporan aset sekolah TPG 

Tersedianya perahJran bupati tentang 1) B06: Terbitnya perahJran bupali 1} B03: Terbitnya peraturan Peraturan Bupati 

pelunjuk teknis pengelolaan keuangan tentang: bupati tentang: 

sekotah a. Petunjuk detil terkait pungutan a. Petunjuk detil terkait 

dan sumbangan di saluan pungutan dan sumbangan di 

pendidikan satuan pendidikan 

b. Juknis detil Dana OAK b. Juknis detil Dana OAK 

c. Juknis detil BOP/BOSOA C. Juknis detil BOPIBOSOA 

d. Juknis deli! Bantuan Siswa d. Juknis detil Bantuan Siswa 

Miskin (KIP) dan Bantuan Miskin (KJP) dan Bantuan 

Khusus Murid Khusus Mu.rid 

a. Revitalisasi peran komite dan e. Revitalisasi paran komita 

2. Masih adanya pungutan liar 1. Melakukan pembinaan dan 1. Menyusun regulasi terkait Dinas Pendidikan dan Tersedianya regulasi lentang larangan 1) B08: Terbitnya regulasi tentang 1) 804: Terselenggaranya Regulasi tentang larangan 

(pungli) yang dllakukan oleh sosialisasi secara terus larangan pungutan dan Kebudayaan (LO), Bagian pungutan dan gratlfikasi di lingkungan larangan pungutan dan SO$lalisasi kepada para pungutan dan gratifikasi 

penyelenggara pendidikan menerus kepada Sekolah gratifikasi pada layanan Hukum dinas dan saluan bidang pendidiklln gratffikasi serta sanksinya pada· pemangku l(epentlngan 

kepada siswa/wai murid baik dan masyarakat terkait pubHk di dinas dan saruan a. Penyaluran.'pencairan dana (stakeholders) tentang laporan penyelenggaraan 

dilakukan langsung maupun larangan melakukan bidang pendidikan pendidikan (TPG, BOS, BOP, regulasi larangan pungutan sosialisa.si 

melalul Komite Sekolah. pungutan sekolah sesuai KIP, DAN PPDB) dan gratifikasl di lingkungan 

seperti pungutan uang ketentuan dalam b. layanan publik di dinas dan pendidlkan 

bulanan (SPP), uang Permend1kbud 75 tahun satuan bidang pendidikan 

pembangunan tertenlu, 2016 serta memberikan 2) 809: Terselenggaranya l aporan penyelenggaraan 

pembelian buk\J, pengambilan pemahaman kepada 

ljazah,biaya kegiatan lainnya, masyarakat dan 
sosialisasi kepada para sosialisas1 

dll. mekanisme pengelolaan 
pemangku kepen~ngan 

pengaduannya 
(stakeholders) tentang regulasi 

larangan pungutan dan 

gratifikasi di lingk\Jngan . ' .... 
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2. Membangun sislem/media lnspektorat (LO), Dlnas Tersedianya sistem/media pengaduan 1) B06: Tersedianya sistem/ media 1) B06: Tersedlanya laporan dan Slstem/media pengaduan 

pengaduan masyarakat Pendidikan dan masyarakat terllait penyelenggaraan pengaduan masyarakat, laporan rekap tindak lanjut pengaduan rnasyarak:at 

terllait penyelenggaraan Kebudayaan. Dinas pendidikan dan mekanisme tindak dan rekap tindak lanjutnya masyarakat 

pendidikan beserta Komlnfo lanjutnya (website, kotak pengaduan, 
Laporan rekap tindak lanju1 

mokanisme tindak lanjutnya sms, dll) 
pengaduan masyarakat 

2) B09: Terselenggaranya 2) B12: Tersedianya laporan dan Laporan pelaksanaan 

sosialisasi mekanisme rekap tindak lanju1 pengaduan sosiallsasi 

pengaduan masyarakat dan masyarakat 

tindak lanjutnya Laporan rekap tindak lanju1 

3. Membangun mekanisme lnspektorat (LO), Dinas Terimplementasikannya mekanlsme 1) B07: Terbitnya SK Penetapan 1) B03: T erbitnya SK Penetapan SK Penetapan Pelibatan 

pengawasan/monitoring Pendidikan dan monitoring penyelenggaraan Petibatan masyarakat dalam Pellbatan masyarakat dalam masyarakat dalam monitoring 

pelayanan pendidikan yang Kebudayaan, UPTD pendidikan yang melibatkan monitoring penyelenggaraan monitoring penyelenggaraan penyetenggaraan pendidikan 

melibalkan masyarakat (wali Pendidikan dan masyarakat Pffldidikan pendidikan 

murid, siswa, masyarakat Kebudayaan 
setempat) 

2) B07: Penetapan dan penunjukan 2) 804: Penetlpan dan SK Penetapan 

masyarakat pendidikan yang penunjuk:an masyarakat 
,,.,., .. ~, . . =ft~·~"•'-~• 

3) 808: Soslalisasi dan pelatihan 3) BOS: Sosialisasi dan pelatihan Laporan pelaksanaan 

komunitas/ masyarakat komunitas/ masyarakat sosialisasi dan pelatihan 

4) 809: Ter1aksananya monitoring 4) B06: Tertaksananya Laporan hasil monitoring 

yang melibatkan masyarakat monitoring yang melibatkan 

4. Meningkalkan transparans, Oinas Pendid1kan dan Terselenggaranya PPOB secara 1) 806: Terpublikasikannya 1) 806: Terlaksananya PPDB Link/media pelaporan ke 

dalam melaksanakan Kebudayaan on/ine informasl mekanisme PPDB secara onllne publik (bukti penyampalan ke 

Penerimaan Peserta Didik secara online , mellputi: publik) 

Baru (PPDB) a. Data Jumlah Sekolah Negeri 

di berbagai jenjang 

b. Jumlah kuota penerimaan Laporan pelaksanaan PPDB 

murid/siswa onf/ne 

C. Biaya-biaya yang sesuai 

dengan ketentuan peratunm 

perundangan 
d. Penanggungjawab/panitia 

2) 806: Ter1aksananya PPDB Laporan pelaksanaan PPDB 

secara on/ine onllne 

5. Melaksanakan kegiatan Olnas Pendidikan dan Terselenggaranya pendidikan 1) B07: Terbitnya surat edaran dari 1) B07: Terbitnya surat edaran Surat Edaran 

pendidik:an anlikorupsi Kebudayaan antikorupsi diseluruh jenjang Dlnas terkait insersl materi dari Dinas terkait insersl 

d lseluruh jenjang pendidikan pendidikan (pembentukan karak1er antikorupsl dalam pelaksanaan materi anlikorupsi dalam 

dan budaya antikorupsi Masa Orientasi Peserta Didik pelaksanaan Masa Orientasi 
~ . ,. ,~~~- "---- n.:.-r.t. n - n.. .. ror\\ 

2) 808: T ersusunnya Sllabus dan 2) 808: Tersusunnya Silabus Sllabus 

terlaksananya klJrikulum dan terlaksananya kurikulum 

antikorupsi dalam mata pelajaran anbkorupsi dalam mata 

PKn dan muatan lokal pelajaran PKn dan muatan 
,-~-

3) 809: Pelatlhan/workshop 3) 809: Pelatihantworkshop Laporan pelaksanaan 

pendldikan antikorupsi bag1 pendidikan antikorupsl bagi pelatihan 

pengawas sekolah, kepala pengawas sekolah, kepala 

seko13h, bendahara, guru, siswa, sekolah, bendahara, guru, 

dan orang tva siswa. dan orang tua 
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4) 812: Tertaksananya 4) B12: Terlaksananya Laporan pelaksanaan 

kampanye/inlemalisasi/ kampanye/intemalisasi/ kampanye 

pembiasaan nllai-nllai pemblasaan nilai-nllal 

a.ntikorupsi di sekolah (poster antikorupsi dl sekolah (poster 

integritas, kanlin kejujuran, inlegritas, kantin kejujuran, 

pemilihan duta antikorupsi, ujian pemilihan duta antikorupsi, 

tanpa nyontek, pin pelajar jujur) ujian tanpa nyontek, pin 

5) 810: Terbitnya SK penunjukkan 5) 010: Terbitnya SK SK 

sekolah piloting Model Sekolah penunjukl<an sekolah piloting 

Berintegritas di tingkat TI<, SO, Model Sekolah Berintegritas di 
., .. ., •:ftft~~• TIC ,::n c,u o 

6) B 12: Terlaksananya monitoring 6) B12: Terlaksananya Laporan hasil monev 

dan evaluasi penyelenggaraan monitoring dan evaluasi 

l)Qndidikan antikorupsi penyolenggara3n pendidikan 

3 Pendataan kepesertaan 1 Melakukan perbaikan t. Menyempumakan dan Oinas Pendidikan dan Tersedlanya data kependidikan yang 1) BOG: Data kependidikan 1) 803: Data kependidlkan Data kependidikan mutakhir 

penerima program bantuan pendataan kepesertaan meningkatnya akurasi data Kebudayaan, UPTO akural seeara berl<ala di.mutakhirkan secara berkala di dlmutakhirlcan secara berl<ala 

siswa belum d ilaksanakan penerima program bantuan kependidlkan Pendidikan dan sistem dapodik, terkait data: di slstem dapodik, terkait data: 

secara balk. seperti penerima siswa serta melakukan Kebudayaan a. Siswa miskin a. Siswa miskin 

manfaat belum tepat sasaran monitoring pelaksanaan 
b . Saluan pendldikan b . Saluan pendidikan 

dan tidak disalurkan kepada bantuan beasiswa yang 
c . Siswa c. Siswa 

penerima manfaat melibatkan masyarakat 
d . Tenaga pendidik dan d . Tenaga pendidik dan 

kependidikan kependidikan 

2) B09: Data kependidikan 2) BOG: Data kependidikan Data kependldikan mutakhir 

dimutakhirl<an secara berkala d i dimutakhirkan secara berkala 

sistem dapodik, terkait data: di sistem dapodik, terkait data: 

a. Siswa miskin a. Slswa miskin 

b. Saluan pendldikan b. Satuan pendidikan 

c . Siswa c. Siswa 

d. Tenaga pendidik dan d. Tenaga pendidik dan 

kependidikan kependidikan 

3) B1 2: Data kependidikan 3) B09: Data kependidikan Data kepend1dikan mutakhir 

dlmutakhlrkan secara berkala di dlmutakhirkan secara berl<ala 

slstem dapodik, terkait data: di sistem dapodik, terkait data: 

a. Siswa miskin a. Slswa miskin 

b . Satuan pendidikan b. Satuan pendidikan 

c . Slswa c. Slswa 

d . Tenaga pendidikdan d . Tenaga pendidik dan 

kependidikan kependidikan 

4) B 12: Data kependidikan Data kependidikan mutakhir 

dlmutakhirkan secara berkala 
di sistem dapodik. terkait data: 

a Siswa miskin 
b Satuan pendid1kan 
c Siswa 
d Tenaga pendidik dan 

kependidikan 

IX. KESEHATAN 
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OPO/INSTANSI 

UKURAN KEBERHASILAN TARGET CAPAIAN 201 8 TARGET CAPAIAN 2019 
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PENANGGUNG JAWAB 
IJenis/Ookumen Tindak 

1. Ke~rtaan JKN Penerima 1. Melakukan perbaikan data 1. Melakukan verifikasi dan Oinas Sosial (LO), Dinas Tersedianya dan terpublikasikannya 1) 807: 100%warga miskin dan 1) B07: 100% warga miskin dan Data warga miskm dan tidak 

Bantuan luran (BPJS PBI kepesertaan JKN sesual validasl data kepesertaan Kesehatan data kepesertaan BPJS secara akurat tidak mampu terdaftar sebagal tidak mampu terdaftar sebagai mampu terdaltar sebagai 

APBN/0) belum tepal sasaran. mekanisme peraturan BPJS BPI APBN dan APBD peserta JKN KIS peserta JKN KIS peserta JKN KIS 

Fakta di lapangan perundang-undangan, untuk memastikan 100% 
Dinas Sosial 

menunjukkan bahwa (1) Total mengakomodir 100% warga miskin dan tidak 

kepesertaan BPJS PBI APBN warga miskin dan tidak mampu terdaftar sebagai 

dan APBO tidak sinkron mampu dalam kepesertaan peserta BPJS BPI 

dengan data penduduk miskin BPJS PBI APBN & APBD, 
2. Membangun sIstem verifikasi Dinas Sos1al (LO) 1) 812· Tersedianya mekanisme 1) 812: Tersedianya mekanisme SOP/regulasi tentang 

(versi BPS). (2) Warga miskin melalui membangun sistem 

dan tidak mampu belum yang mudah dalam dan validasi yang mudah, verffikasi dan validas1 data verifikasi dan vahdasi data mekanisme venfikasi dan 

memlliki jaminan kesehatan. melakukan verifikasi dan cepat dan akurat sesuai kepesertaan kepesertaan validasi data kepesertaan 

(3) Adanya warga yang telah validasi kepesertaan BPJS 
peraturan perundang-

Dinas Sosial 

terdaftar sebr 4ai peserta BPI APBN/0 secara real 
undangan 

namun belum memiliki kartu time sesuai ketentuan 

BPJS, dan (4) data peraturan peNndang- 3. Mempublikasikan data Dinas Kesehatan (LO) 1) 812: Seluruh kantor Kampung, 1) 812: Seluruh kantor Link/media pelaporan ke 

kepesertaan BP JS ganda dan undangan kepesertaan BPJS BPI Puskesma/Faskes I, Pustu, Kampung. Puskesma/Faskes publik (bukti penyampaian ke 

tidak valid APBN/APBO di Kanlt>r Polindes mengumumkan I, Pustu. Polindes publik) 

Kampung, Faskes I, Pustu. informasi kepesertaan JKN PSI mengumumkan informasi 

Polindes APBN/APBD kepesertaan JKN PBI 
APBN/APBD 

4. Menfasilitasi penyelesaian lnspektorat (LO). Dinas Terselesalkannya masalah 1) 808. Terselenggaranya fasilitasi 1) 806: T erselenggaranya Laporan fasilitasi penyelesaian 

permasalahan administras, Dukcapil administrasi kependudukan penyelesaian permasalahan fasilitasi penyelesaian perrnasalahan pengurusan 

kependudukan warga pengurusan administrasi penmasalahan pengurusan administrasi kependudukan 

kependudukan admlnlstrasl kcpondudukan 

2 Pasien poserta BPJS masih 1. Meningkatkan kualitas 1. Melakukan sosialiasl secara Dinas Kesehatan (LO) Meningkalnya kualibs layanan 1) 806: Terselenggaranya 1) 806. Terselenggaranya Laporan polaksanaan 

dipungut biaya dalam pclayanan kesehatan pada terus menerus kcpada kesehatan masyarakat sosiallsasi hak-hak kepeserban sosialisasi hak-hak sosialisasl 

mengakseslayanan Faskes I dan lanjutan masyarakat lerkart hak-hak BPJS kepesertaan BPJS 

kesehatan. seperti melalui pembmaan. peserta BPJS dalam 

pembayaran biaya ambulan pengawasan serta mengakses layanan 

rujuk, pombelian obat diluar meningkatkan peran kesehatan di Faskes I dan 

RS tanpa biaya penggantJ. pengawasan masyarakat 

penyediaan obat lcadaluarsa d i dan penyediaan layanan 2. Membentuk tim pencegahan Dinas Kesehatan (LO), T ersedianya sis1em pengaduan 1) B05: Tert>entuknya tim 1) 806: Tersedianya laporan dan SK tim pencegahan dan 

Faskes I. pembectakuan jam pengaduan masyarakat dan penanganan fraud RumahSaki1 pelayanan kesehatan yang mudah pencegahan dan pengendalian rekap tindak lanjut pengaduan pengendalian fraud 

layanan pasien BPJS. Belum 
penyelenggaraan kesehatan dia.kses masyarakat dan ditindaklanjutl fraud dan telah memiliki masyarakat 

lerosialis:isikannya secara 
BPJS yang menjalankan mekanisme pengaduan Laporan dan rekap tindak 

balk hak-hak warga peserta 
fungsi pcngawas;in masy.,rakat yang cfektif lanjut pengaduan masy.,rakat 

BPJS. 
penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan. 

2) B06: Tersedianya mekanisme 2) B 12 · Tersedianya laporan dan SOP pengaduan masyarakat 

pengaduan masyarakat yang rekap tindak lanjut pengaduan 

efektif masyara~.at Laporan dan rekap bndak 

lanjut pengaduan masyarakat 

3. Melakukan pengkaJian Dinas Kesehatan (LO) 1) 809 Tersedianya hasil kaJ1an 1) 809: Terpenuhinya kebutuhan Hasil kajian 

kebutuhan personel tenaga yang digunakan untuk personal tenaga medis 

medls dan anggaran untuk mcnyusun usulan kebijakan sebanyak 103 Orang 

meningkatkan per an lenaga personel dan anggaran 

med1s di desa 
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3 Standar pelayanan belum 1. Melakukan perbaikan dan 1. Menyusun SOP Pelayanan Dinas Kesehatan (LO) Tersedianya standar pelayanan 1) BO 7: T ersedianya da n SOP Pelayanan Kesehatan 

seragam, sesual kebutuhan pengembangan di sektor Kesehatan yang kesehatan minimal yang dlterapkannya SOP Pelayanan 
-

dan persyaratan layanan kesehatan diberlakukan seragam dipersyaralkan dalam peraturan Kesehatan yang seragam 

n,pn1ntfann.11nrbnn.1n 
2) 809 Terpenuhinya sarana dan 1) 812: Terpenuhinya sarana Laporan pemenuhan sarana 

prasarana pelayanan kesehatan dan prasarana pelayanan 

minimal sesuai peraturan kesehatan minimal sesuai 

perundang-undangan peral\lran perundang• 

undang.an 

3) B12: Terlaksananya penilaian 2) 812: Terlaksananya penilaian Laporan penilaian akreditaSI 

akreditasl Puskesmas sebanyak akreditasi Puskesmas 

34 Puskesmas sebanyak 39 Puskesmas 

4 Penggunaan dan pertanggung 1. Memasbkan penggunaan 1. Melakukan pengawasan atas Oinas Kesehatan (LO), Penggunaan dan 1) 806: Laporan penggunaan dan 1) 806: Laporan penggunaan Laporan 

jawaban dana kapitasl masih dan pertanggungjawaban penggunaan dan lnspoktorat pertanggungjawaban dana kapitasl pertanggungjawaban dana dan pertanggungjawaban 

banyak belum sesuai dengan dana kapitasi sesuai pertanggungjawaban dana yang lengkap dan sesual ketentuan kapita.si sesual ketentuan yang dana kapitasi sesuai ketentuan 

ketentuaan yang bertaku, dengan ketentuan yang kapitasi yang berlaku berlaku yang berlaku 

termasuk kelengkapan berlaku, termasuk 

dokumen memastikan kelengkapan 
2) 812: Laporan penggunaan dan 2) 812: Laporan penggunaan Laporan 

dokumen pendukung 
pertanggungjawaban dana dan pertanggungjawaban 

kapitasi sesuai ketentuan yang dana kapitasl sesuai ketentuan 

....... ,~ .... ·--- ....... _,,. 

X. PENGELOLAAN DANA KAMPUNG 
1 Pengelolaan keuangan 1. Melakukan pembenahan 1. Meningkatkan transparansi Oinas Pemberdayaan Terintegrasinya sistem perencanaan 1) 809: 100% kampung telah 1) 809: 100% kampung telah Laporan perkembangan 

kampung belum dilakukan pengelolaan keuangan dan paritipasi masyarakat Masyarakat dan Kampung pembangunan, penganggaran dan menggunakan slstem menggunakan slstem 

secara transparan, partisipabf kampung dalam perencanaan (LO), lnspektoral pertangungjawaban percncanaan pembangunan, perencanaan pembangunan, 

dan akuntabel. salah satunya pelaksanaan dan penganggaran dan penganggaran dan 

karena masih rendahnya pertangungjawaban per1anggungjawaban keuangan pertanggungjawaban 

kapasitas SOM aparatur keuangan kampung melalul kampung yang terintegrasi keuangan kampung yang 

kampung dalam perencanaan penggunaan sistem yang 
terinlegrasi 

pembangunan d~n terinlegrasi 

penganggaran dana kampung. 2. Melakukan penguatan Meningkatnya pemahaman SOM 1) 811 : Terselenggaranya 1) 811: Terselenggaranya Laporan pelaksanaan 

kapasitas aparatur aparatur kampung terhadap pelatihan aparatur pemerintah pelatihan aparatur pemerintah pelatihan 

pemerintah kampung dan pengelolaan keuangan kampung k.ampung dan masyarakat kampung dan masyarakat 

masyarakat setempat secara khusus dalam setempat secara khusus 

bidang penyusunan Detail dalam bidang penyusunan 

Enginering Design (OED), Detail Enginering Design 

Penyusunan RAB, penyusunan (DED), Penyusunan RAB, 

Perk.am APBK, dan publikasi penyusunan Perkam APBK, 

informasi dan publikasi informasi 

3. Publikasi informasi • Terpublikasikannya lnformasl. 1) 812: Oipublikasikannya 1) 812: Oipublikasikannya Link/modla pelaporan ke 

informasi lentang informasi tentang pembangunan informa,;i perencanaan lnformasi perencanaan publik (bukti penyampaian ke 

pembangunan mulai dan secara tepat waktu pembangunan, detail anggaran, pembangunan, detail publik) 

perencanaan, pelaksanaan dan dokumen anggaran, dan dokumen 

dan pertanggungjawaban pertangungjawaban pertangungjawaban 

4 . Memaksimalkan fungsi Meningkanya pemahaman 1) B 10 Terlaksananya pelabhan 1) 810. Tertaksananya pelatihan Laporan pelaksanaan 

pendamping dalam pendamp,ng kampung dalam peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas pelatihan 

pemblnaan dan pengawasan pemblnaan dan pengawasan pendamping kampung pendamping kampung 

dana kampung pengelolaan dana kampung 
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5. Membangun dan T ersedianya Sistem Pelayanan 1) B07: Adanya SOP pengelolaan 1) 803: Peningkatan / SOP Pengelolaan Pengaduan . 

mengopbmalkan sarana Pengaduan Masyarakat dalam pengaduan pelaksanaan pengembangan Sistem Masyarakal 

pengaduaan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembangunan kampung pengelolaan pengaduan 

pembangunan kampung pembagunan kampung 

2) B12: Tersedianya laporan dan 2) 806: Tersedianya laporan dan Laporan Pengelolaan 

rekap bndak lanjut pengaduan rekap tindak lanjut pengaduan Pengaduan 

-~··--~~· 
3) B12: Tersedianya laporan dan Laporan Pengelolaan 

rekap tlndak lanjut pengaduan Pengaduan 

2 Keberadaan Sadan 1. Meningkatkan kualitas BPK 1. Melakukan penguatan Oinas Pemberdayaan Anggota BPK mampu menIalankan 1) B11: Terlaksananya kegiatan 1) B 1 O: Terlaksananya kegiatan Laporan pelaksanaan 

Permusyawaratan kampung dalam melaksanakan tugas kapasrtas Anggota BPK Masyarakat dan Kampung tugas dan fungsinya sesuai peraturan peningkatan kapasita.s Anggota peningkatan kapasitas pelatihan 

(BPK) sebatas menjalankan dan rungsi sesuai (LO), lnspektorat perundang-undangan BPK Anggota BPK 

perintah UU, belum peraturan porundang-

menjalankan tugas dan undangan 

fungsinya sebaga.imana diatur 

dalam peraturan perundang- 2. Memastikan BPK 1) B12: Terselenggaranya 1) B12: Terselenggaranya Lapo,an hasil musyawarah 

undangan. disebabkan melaksanakan musyarawah musyawarah bersama BPK dan musyawarah bersama BPK 

rendahnya kapasitas SDM dalam perencanaan masyarakat dalam perencanaan dan masyarakat dalam 

BPK pembangunan, pembangunan. perencanaan perencanaan pembangunan. 

penganggaran dan anggaran, dan musyarawah perencanaan anggaran, dan 

musyawarah pertanggunruawaban musyarawah 

. pertanggungjawaban 
pertanggungjawaban 

bersama masyarakat 

XI. INFRASTRUKTUR 

1. Masih adanya pelaksanaan 1. Melaksanakan 1. Melakukan reviu/Verifikasi Oinas Bina Marga, Dinas Kesesualan antara hasil peker1aan 1) 806: Pelaksanaan reviu/ 1) 804· Pelaksanaan rev1ul Laporan hasil revlu/Verifikasi 

pekerjaan yang bdak sesuai pengawa.san terhadap terhadap proses persiapan, Perumahan Rakyat dan dengan kontrak verifikasi terhadap proses verifikasi terhadap proses yang disampaikan kepada 

dengan tahapan dan perencanaan dan perencanaan, pelaksanaan, Kawasan Permukiman. persiapan. perencanaan, persiapan, perencanaan. KPAdanPA 

spesifikasi yang tefah pelaksanaan kontrak dan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan pelaksanaan, pelaksanaan. 

dlsepakati dalam kontrak kegiatan Kebudayaan. Dinas pertanggungjawaban keglatan pertanggungjawaban kegiatan 

Kesehatan dan Dinas 
Perhubungan 

2) 809: Pelaksanaan reviu/ 2) 806: Pelaksanaan reviu/ Laporan hasil reviu/Verifikasi 

verifikasi terhadap proses 11erifikasi terhadap proses yang dlsampaikan kepada 

persiapan, perencanaan, persiapan, perencanaan, KPAdan PA 

pelaksanaan, pelaksanaan. 

pertanggungJawaban kegiatan pertanggungjawaban kegiatan 

3) B12: Pelaksanaan reviu/ 3) 809: Pelaksanaan reviu/ Laporan hasil reviu/verffika.si 

verifikasl lerhadap proses veriflkasi terhadap proses yang disampaikan kepada 

persiapan, perencanaan, persiapan. perencanaan, KPAdan PA 

pelaksanaan, pelaksanaan. 

pertanggungjawaban kegIatan pertanggungjawaban kegiatan 

B 12: Pelaksanaan reviu/ Laporan hasil reviu/Verifikas1 

verifikasi terhadap proses yang disampaikan kepada 

persiapan, perencanaan, KPAdan PA 

pelaksanaan, 
pertanggungjawaban kegIatan 

2. Menindaklanjuti hasil revlu / 1} 806: Pengawasan terhadap 1) B04 · Pengawasan terhadap Laporan hasil pengawasan 

oenoawasan di l~oanoan ,;ft"~k taniut hasil revi,, "ft"~~ l:>niut h:>sil ,.,viu 

2) 809: Pengawasan terhadap 2, 806· Pengawasan terhadap Laporan hasil pengawasan 

"-"'-~ •~-.. ,. tusil re~" 
H,vbl, , __ ,.,, hujl •A••• 
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3) 812: Pengawasan terhadap 3) 809: Pengawasan terhadap Laporan hasll pengawasan . 
~ ..... 4 .. l4nh.t h~t;( ,,..,;, ~n,<41,. 14n;,,t h4•" ,,..,;, 

4) 812: Pengawasan lerhadap Laporan hasil pengawasan 

.,_,._~ ••-'•" '-••" ,oyj" 

2. Menlngkatkan partisipasi 1. Melakukan publikasi lnspektorat (LO). seluruh Terpubhkasikannya lnformasi 1) 808: Adanya SOP Publikasl 1) 806: Adanya aplikasi publlkasi Laporan kegiatan dan SK SOP 

masyarakat dalam informasi secara proaktif OPO Pelaksana terkait pelal\sanaan pembangunan SPK/Kontrak Pengadaan Barang informasi kontrak pelaksana 

pengawasan pelaksanaan dokumen Surat Perinlah infrastruktur dan Jasa pengadaan barang dan jasa 

pembangunan lnfrastruktur Kerja (Kontrak) dan 

di sektor PU, Pendidikan. dokumen pendukung, selain 
2) 812: Terpublikasikannya 2) 812: Terpublikaslkannya Link/media pelaporan ke 

Kesehatan. Perhubungan informasi yang dikec:ualikan 
informasVdokumen kontral\ informasi/dokumen kontrak publik (bukli penyampaian ke 

dalam peraturan 
pelaksanaan pengadaan barang pelaksanaan pengadaan publik) 

perundangan. 
dan jasa yang meliputi, namun barang dan Jasa yang meliputi, 

tidak terbatas pada: namun tidak terbatas pada: 

a. Nama PerusahaanNendOf a. Nama Perusahaa.n/Vendor 

b. Nilai Kontrak b . Nilai Kontrak 

c. Speslfikasi c. Spesifikasi 

d. Jangka waldu pelaksanaan d. Jangka waktu pelaksanaan 

e. lnformasl lain yang bukan e. lnformasi lain yang bukan 

informasi dikecualik:an sesuai informasi dlkecualik:an sesuai 

peraturan perundangan peraturan perundangan 

2. Mendorong pengawasan 1) 812: Soslalisasi terus menerus 1) 812: Sosialisasl terus Laporan Kegiatan/publikasl 

pengadaaan barang dan kepada masyarakat untuk menerus kepada masyarakat media 

jasa berbasis masyarakat mengawasi pelaksanaan untuk mengawasi 

pengadaan barang dan jasa pelaksanaan pengadaan 
'-····- ,. __ , ... 

XU. PENDAPATAN OAERAH 

1. Beberapa permasalahan 1. Mendorong dipenuhlnya 1. Pemenuhan Kewajiban Sadan Pengelolaan Pajak Terbayarkannya Semua Kewajiban 1) 807: lnventarisasi Permasalahan 1) 805: lnventarisasi Laporan Hasil lnventarisasi 

terkait dengan pengelolaan kewajiban wajib pajak Wajib Pajak Yang Maslh dan Retribusi Daerah Wajib Pajak Daerah Terkait Oengan Kopatuhan Pormasalahan Terkait Oongan Pormasalahan 

pajak daerah : wajib pajak dalam memenuhi Terutang Pelaksanaan Kewajlban Wajib Kepaluhan Polaksanaan 

yang Udak memenuhi kewapban pajak daerah Pajak Oaerah Kewajiban Wajib Pajak 

kewajiban. potensi penerimaan 
-~ L 

belum tergali secara optimal, 
Badan Pongelolaan Pajak 2) 808: Rapat koordinasl 2) 807: Rapat kOOfdinasf lel)Ofan Hasll Rapat 

ketiadaan data yang lengkap 
dan Retribusl Oaerah, penyusunan langkah-langkah penyusunan langkah-langkah KOOfdinasi 

dan bisa diandalkan untuk 
Dinas Teknis Terkait dan pembentukan nm dan pembentukan nm 

kegiatan perencanaan, 
Gabungan untuk mcndorong Gabungan untuk mendorong 

pongawasan dan penegakan 
kepatuhan pelaksnnaan kepatuhan pelaksanaan 

sanksi yang belum optimal. 
kewajiban Wajtb Pajak Oaerah kewajiban Wajib Pajak Daerah 

kelemahan aspek regulasl dan Badan Pengelotaan Pajak 3) 810: Pelaksanaan Penagihan 3) 809: Pelaksanaan Penagihan Laporan Penag1han 

kelembagaan, dll . dan Retribusi Oaerah Kewajiban Wajib Pajak yang Kewajiban Wajib Pajak yang 
T,-_ • .._ __ T~-- ~---

Badan Pengelolaan Pajak 4) 811: Evaluasi Pembayaran 4) 811: Evaluasi Pembayaran Laporan Hasil Evaluasi 

dan Retribusi Daerah, Kewajiban Wa11b Pajak Terutang Kewajiban Wajib Pajak Pembayaran Kewaj1ban 

Dinas Teknis Terkait 
Ton,+,,nn 

5) 812: Pemberian Sanksi Bagi 5) 812: Pemberian Sanksi Bagi Laporan Pemberian Sanksi 

Wajib Pajak Yang Tidak Wajib Pajak Yang Tidak 

Mefaksanakan Kewajiban Melaksanakan Kewajiban 

2. Membangun Database 1. Penyempurnaan Data dan Sadan Pengelofaan Pajak T erbentuknya Database Wajib Pajak 1) 807: Pendataan Semua Wajib 1) 806: Pendataan Semua Wajib Laporan Pendataan Wajib 

Wajib Pajak Oaerah dan lnformasi Tetkait Pajak dan Retnbusi Daerah. dan Potensi Penerimaan Pajak Pajak Pajak Pajak 

Kewajiban Yang Harus n-.6'4h '""-•• T•~-;. Tont~•• I r") _ _ .,1 •---••-- VtJ .... iik. c~:""l&, 

Dibayarkan 
2) 807: Pendataan Potensi 2) 808: Pendataan Potensi Laporan Potensi Wajib Pajak 

Penerimaan Paiak Penerimaan Paiak 



PERMASALAHAN REKOMENDASI RENCANA AKSI 
OPD/INSTANSI UKURAN KEBERHASILAN TARGET CAPAIAN 2018 TARGET CAPAIAN 2019 

KETERANGAN 

PENANOGUNO JAWAB 
(Jenis/Dokumen Tindak 

Badan Pengelolaan Pajak 3) B10: Konsolidasi Data W ajib 3) B10: Konsolidasi Data Wajib Laporan Konsolidasi Data 

dan Retribusi Daerah Pajak dan Potensi Penerimaan Pajak da.n Potensi Penerimaan Pajak dan Potensi . 
0.,~~ c~,~~ 

Badan Pengelolaan Pajak 4) Bl 2: Penggunaan Database 4) B12: Penggunaan Database Laporan Penggunaan 

dan Retribusi Daerah, WajibPajak WajibPajak Database WP 

niM-T<>l..n l<,. T<>rlc~ij 

3. Mendorong pe rbaikan tata 1. Perbaikan Sistem Tata Badan Pengelolaan Pajak Reviu Keb1jakan, Penguatan 1) B08. Harmonisasl Kebijakan 1) B07: Harmonisasi Kebijakan Laporan Harmonisasi 

kelola Pajak Daerah secara Kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kelembagaan, Pengembangan Sistem Terkait Pajak Daerah Terkait Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah 

sistematls melalui Dinas Teknis Terkait Data dan lnformasi 

perbaikan keb1Jakan, 2) BIO· Penguatan Kelembagaan 2) 809: Penguatan Kelembagaan Laporan Reviu Kelembagaan 

penguatan kelembagaan Terkait Pajak Daerah Terkait Pajak Daerah Pajak Daerah 

dan pengembangan sistem 
data dan informasi Badan Pengelolaan Pajak 3) 812: Pengembangan Sistem 3) 612: PengPmbangan Sistem Laporan Pengembangan 

dan Retribusi Daerah, Data dan lnformasi Data dan fnformasi Sistem Pajak Daerah 

Oinas Kominfo, DPMPTSP 
4) B12: Terlaksananya tax- 4) B12: Penyempurnaan tax- Laporan Koneksi Sistem Pajak 

clearance mefalul Koneksi Host- clearance melalul Koneksi Daerah 

lo-Host antara: Host-lo-Host antara· 

a. BPPRD dengan DPMPTSP a. BPPRD dengan DPMPTSP 

b. DPMTPSP dengan DJP b. DPMTPSP dengan DJP 

c. BPPRD dengan BPN (BPHTB c. Bapenda dengan BPN 

Cleerance) (BPHTB Clearance) 

2. Besarnya tunggakan PaJak 1. Memvalidasl daftar 1. Menyelesaikan tunggakan Badan Pengelolaan Pajak Terbayarkannya tunggakan PBB yang 1) 806. Tersedianya daftar 1) 806. Tersedianya daftar Daftar Tunggakan PBS 

Bumi dan Bangunan yang tunggakan PBB yang PBB yang belum tertagih dan Retribusi Daerah, belum tertagih tunggakan PBB yang telah tunggakan PBB yang telah 

belum tertaglh belum tertagih dan langkah Dinas Teknls T erkait divalidasi dan langkah-langkah dlvalldasi dan langkah-

iangkah penyelesaiannya 
penyclesaia.nnya langkah penyelesaia.nnya 

2) B07: Validasi data PBB bekerja 2) B07: Validasi data PBB Laporan Hasil Velidasi PBB 

sama dengan Pihak 111 bekerja sama dengan Pihak 111 

3) 808: Terlaksananya kerjasama 3) 808: Terlaksananya Laporan/Naskah kerµisama 

pembayaran PBB dengan kerjasama pembayaran PBB pembayaran PBS 

in<fflnc· b;n Ann"~" ln o....,nci l~in 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

1()__~ 
LOEKMAN DJOYOSOEMARTO 
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